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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN OEMAK 

NOMOR 6 TAHUN 2004 

TENTANG 

!RIGAS 

DE NGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DEMAK, 

• 

a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang 

Nomor 22 tahun 1999 t~ntang Pemerintahan Daerah 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Pemerintah dem Kewenangan 
Propinsi sebagai daerah otonom maka Pemerintah 

Kabupaten ' Demak diberikan :<ewenangan untuk 
mengatur irigasi dalam wilayahnya. 

b. bahwa dalam rangka rnencapai keberianjutari sistem 
irigasi serta untuk m·ewujudkan peningkatan 

efektivitas, efisiensi. produktivitas dan peluang 

inovatif dalam pengembangan dan pengelolaan 
irigasi. perlu dilakukan penga:uran kembali irigasi di 
Kabupaten Demak. 

c. bahwa untuk maksud ters~but_ perlu diatur dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang 

Pemtientukan Daerah-caerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang 

Pengaimn (Lembaran Negara Tahun 197 4 Nomor 

65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 
3. Undang-undang Nomor 22 T ahun 1999 tentang 

Pemerintahan Oaerah {Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60. Tarnbahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 



/ 

' . 

' 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 
1en1ang Perluasan Kolamadya Oati Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Le:nbaran Negara Nornor 3079) : 
5. Peraturan Pemerintah Nomor :12 Tahun 1982 

tentang Tata Pengaturan Air (Lsmbaran NAgara 
Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran 
Negara 3225); 

6. Peraturan Pemerintah Nonior 77 "( ahun 2001 
tentang lrigasi (Lembaran Negc:ra Tahun 1999 
Nomor 143, Tambahan Lem!laran Negara Nomor 
4156): 

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 

dan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 70), 

8. Keputusan Menteri Permuk1man dan Prasarana 

Wilayah No. 529/KPTS/M/2001 Tentang Pedoma,1 
Pe;iyerahan Kewenangan Pengelolaan lrigasi 
kepada Perkumpulan Petani Pemake, Air: 

9. Keputusan Mcnleri Oalam Negeri dan Otonomi 
Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik . 
Penyusunan dan Materi Muatan produk-produk 

Hukum Daerah ; 
10. Keputusan Menteri Oalam Negeri oan Otonomi 

Dae rah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk 

Produk-produk Hukum Daerah : 
11 . Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 5D Tahun 

2001 tentang Pedoman Pemberdayaan 

Perkumpulan Petani Pemaka1 Air, 
12. Peraturan Oaerah Propins1 Jawa Tengah Nomor 6 

Tahun 2002 tentang Pengambtl9n Air Bawah 

Tanah: 
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 

Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah 

Tanah ; 
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 

Tahun 2D02 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan 

Air Permukaan Tanah ; 
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15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 

Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan 

Pemanfaatan Air Permukaar. Tanah; 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Oemak Nomor 14 Tahun 1997 tentang p.,mbntukan 
dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air 
(P3A) Dharma Tirta Kabup:;iten DFierah Tingkat II 

Oemak : 
17. Peraturan Daerar. Kabupaten Demak Nomor 31 

T al:un 2002 lenlang Penyiidk Pegaw;,i Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerinlah Kabupaten Dernak . 

Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 

' . 
MEMU T USKAN 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK 
TENTANG IRIGASI 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraluan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
a. Oaerah adalah Kabupaten Demak; 
b. Pemerinlah Kabupalen adalah Bupali .beserta Perangkat Daerah Otonom 

yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah; 

c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Oemak; 
d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Demak; 
e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum y,mg memiliki kewenangan 

unluk mengalur dan mengurusi kepenlingan masyarakat se\empat . 
berdasarkan asal-usul· dan adat isliadat setempal yang diakui dalam 

sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupalen; 
f. Air adalah semua air yang lerdapat diatas maupun di bawah permukaan 

tanah terrnasuk dalam pengertian ini air permukaan. air tanah, air hujan, 

dan air taut yang dimanfaatkan di darat: 

g. Surnber air adals3h wadah air baik yang lerdapat pada. diatas, maupun 

dibawah permukaan tanah; 
h. lrigasi adatah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang 

pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permvkaan, irigasi air bawah 

tanah, irigasi pompa dan irigasi daerah rawa dan ta1'1bak; 

3 

• 



,. 

'. 

I. 

J. 

Oaerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang .mendapat air dari satu 
jaringan irigasi; 

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan b3ngunan pelengkapannya 

yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan un:uk pengaturan air irigasi 

mulai dari penyediaan, pengambilan, pemb.,gian. pemberian, pengounaan 
dan pembuangannya; 

k. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem 

irigasi. muJai dari bangunan. pengambilan, saturan induk/primer, saluran 

sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya; 

J. Jaringan tersier adalall jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana 

pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa 

yang disebut saJuran tersier, saluran pembagi yang diseb:.it saturan 

kwarter dan s'aJuran pembuang berikut bangunan pelengkap. Sedangkan 

jaringan irigasi pompa yang Juas areal pelayanar.nya d,samakan dengan 
areal tersier; 

\ m. Waduk •adalati tempat/wadah penampungan ait di sungai agar dapat 
digunakan sewaktu terjadi kekurangan air baik untuk irigasi maupun 
kepertuan lainnya; 

n. Waduk lapangan atau Embung adalah tempat/wadah penampungan air 
irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan digunakan 
sewaktu-waktu terjadi kekurangan air; 

,., o. Pelak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi; 
•··p. · Pelak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan 

dan mendapatkan air irigasi rnelalui saluran tersier yang sama; 
q. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya <1ir persatuan waktu dan 

saat pemberian air yang dapat dipergu11akan untuk menunjang pertanian; 
r. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jr,ringan utama; 
s. Pemberian air irigasi adalah penyaturan.alokasi air dari jaringan utama ke 

petal< tersier dan kwarter; 

t. Penggunaan air iriJJaSi adalah pemanfaatan air di Jallan pertanian; 
u. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah 

tidak dipergunakah lagi pada suatu daerah irigasi tertentu: 
v. f;'erkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA yang selanjutnya 

disingkat P3A, DHARMA TJRTA adalah wadal1 darf petani atau ~.elompok 
petani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak/blok tersier atau 
daerab irigasi pada jaringan irigasi pompa atau dae~ah pada jaringan 
irigasi kecil di Kabupaten Demak; 

w. Gabungan P3A OI-IARMA TIRTA selanjutnya disingkat G-:j3A DHARMA 
TIRTA adalah terdin dari beberapa P3A DHARMA TIRTA :•ang sepakat 
mengadakan kerjasama pengelolaan irigasi 

x . lnduk.P3A OHARMA TIRTA se!anjutnya disingka1 IP3A OflARMA TIRTA 
adalah terdiri dari beberapa GP3A DHAR MA Tl RT A yang sepakat 
mengadakan kerjasam,i pengelolaan irigasi, 
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y. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi don komunika,, antara 
Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingk 31 daerah 
irigasi, pemakai air irigasi untuk kepe,·Juan lainnya, dan unsur masyarakal 
yang berkepentingan dalam pengefolaan irigasi 1·aitu Jembaga swadaya 
masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhali irigasi Jainnya, 
pada wifayah kerja Kabupaten Demak; 

z. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadcih konsultasi dan komunikasi 
informal dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas 
Pemerintah Daetah, serta pemakai air untuk keperluan lainnya dafgm 
rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah ingasi yang 
jaringan utamany_a berfungsi muftiguna serta dibentL k atas dasar 
kebutuhan dan kepentingan bersama; 

aa. PengeJolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang 
meliputi oper'asi · dan pemeliharaan, penga.-nanan, rehabilitasi. can 
penlngkatan jaringan irigasi; 

bb. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengelolaan 

air dall' jaringan irigasi meliputi kegiatan penyediaan, pembagian, 

pemberian. penggunaan, pembuangannya, terrnasuk .pemeliharaan 
jaringan secara tepat guna dan berhasil guna: 

cc. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan 
•. 

menanggufangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan 

oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mampertahankan 
" tungsi jaringan iriga·si; t" •• 

dd. Garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saturan dan 

atau bangunan-bangunan pada jaringan iri~asi dengan jarak tertentu 
sepanjang saluran dan sekitar bangunan; 

ee. Hak guna air adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang 

kepada perkumpulan petar.i pemakai air, badan hukur.1, badan sosial, 
perorangan dan pemakai air irigasi dan keperluan lainnya untuk memakai 
air irigasi guna menunjang usaha pokoknya; 

ff. lj in pengambifan ~-ir irigasi adalah ijin yang diberikan oleh pejabal yang 
berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi; 

gg. Audit pengelolaan rrrgasi adalall kegiatan pP.meriksaan kinerja, 

pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan, 
sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi; 

hh. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, 

wewenang dan \,mggung jawab dari pemerinlah: Pemerintah Propinsi, 
Pemerintah Kabupaten kepada perkumpulan petani pemakai air untuk 

mengatur pengefofaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya; 
11. Daerah alira·n sungai adafah kawasan yang dibatasi· oleh pemisah 

topografis yang menampung, penyimpan dan mengalirkan air k-, anak 

sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut, termasuk di 
bawah cekungan air tanah; 
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II. Manajemen aset adalah kegiatan pengelolaan aset jaring,3n irigasi yang 

meliputi inventarisasi,,_perencanaan, pemanfaatan don pengamanan aset; 

i:n~ Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusm; ofeh Undang

undang untuk melakukan penyidikan : 

nn. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS Jdafah Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerinlah Daerah yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang-undang untuk m,i1akukan penyidi~an 

terhadap pelanggaran Peraluran Daerah . 

• 
BAB II 

TUJUAN DAN FUNGSI 

Pasal2 

' . lrigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang 

menyeluruh terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. khususnya petai'li. 

Pasaf 3 

,, lrigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan untuk 
:: .. . . 

mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan 

lainnya. 
BAB 111 

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI 

Pasal4 

( 1) Pengelolaan irigasi disefenggarakan dengan mengutamakan kepentingan 

masyarakat petarii dan dengan menempalkan P3A sebagai ;:iengambil 

keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi 

tJ,inggungjawabnya. 
(2) Untuk mencapai apa yang dimaRsud dalam ayat ( 1) Pasal ini, dilakukan 

pemberdayaan P3A secara berkesinambungan da,, berkelanjutan . 

Pasal5 • 

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan 

efektif serta dapat memberikan manfaal yang sebesar-besarnya kepada 

masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan 

mengoplimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara 

terpadu. 
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(2) Penyelenggaraan pengelolaan ,rigasi sebaga11nc1na dimaksud clalam ayat 

( 1) Pasal ini dilaksanakan dengan prinsip satu sistem ir,gasi satu 

kesatuan pcngelolaan. dengan memperhatikan kcpentingan pengguna di 

bagian hulu, tengah d.:in hilir secara seimbang, s>;lrta dengan melibatkan 

semua pihak yang berkepentingan agar d,,pat dicap.3i pemantaatan 
jaringan irigasi. 

Pasal6 

( 1) Keberlanjutan sistem irigasi dilak:.anakan dengan dukungan keandalan air 
irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna rr.enunjang paningkatan 
pendapatan .Pelani, dengan mengoptirnalkan a;r permukaan dan air 

bawah tanah secara terpadu, mengendalikan kwalit2s air, jaringan 
drairiase yang sepadan dan memanfaatkan kembali air buangan/drainase. 

(2) Dalam rangka _menunjang peningkatan pendapatan petani, pengelolaan 

irigasi o ifaksanakan dengan mengantisipasi mooernisasi pertanian dan 

diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana prasarana 
sesuai kebutuhan. 

BAB IV 

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN !RIGAS! 

~- Pasal 7 .. 
(1) Lembaga pengelola irigasi meliputi lnstansi Pemerintah, Pemerintah 

Daerah. P3A a tau pihak lain yang kE:giatannya bElrkaitan dengan 
pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam 1,Jerencanaan, 
pembangunan, operasi dan pemeliharaan. rehabilitasi, peningkatan dan 
pembiayaan jaringan irigasi. 

(2) Petani pemakai air dapat membentuk perkumpulan petani pemakai air (P3A) 
sampai tingkat ~_aerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk 

mengatur pengerolaan daerah irigiasi sebagai satu kesatuan pengelolaan, 
(3) Oalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan 

. Bupati dapa·t membentuk Komisi lrigasi yang ditetapkan dengan 
Kepulusan Bupati. 

(4) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (~) Pasaf ini mempunyai 
fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengeloalaan irigasi, 

terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi 
bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan 
prioritas alokasi dana pengelofaan ,ngasi Kabupaten Der,1ak. 

(5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daer<1h irigasi yang jaringan 
utamanya berfungsi multiguna. dapat diber.tuk forum koordinasi daerah 
irigasi. 
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• 
Pasaf 8 

Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta rnekanisme kerja antar 
lembaga pengefofa irigasi akan diatur leb,h fanjut dengan Keputusan B~pati. 
. . 

Pasaf 9 

(1 J Dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi, Pemerintah 

Daerah memfasilitasi pembentukan dan atau pengcmbangan P3A supaya 

secara organisatoris. teknis dan finansial mamp•; untuk diserahi 

wewenang, tugas dan kewajiban pengelofaan air irigasi di jc:ringan irigasi . 
• 

(2) Setiap petani yang r.ienggunakan air irigas, dihar;iskan menjadi anggota 
P3A. 

• • Pasaf 10 

{1) P3A dibentuk dari. oleh, dan untuk petani pemakai air paca petak tersier 

atau wilayah Oesa/Kefurahan atau jaringan irigasi kecif atau jaringan 
irigasi pedesaan atau jaringan irigasi lainnya. 

(2) Beberapa P3A dalam suatu daerah pelayanan sekunder tertentu dapat 

bergabung membentuk Gabungan P3A (GP3A) 1Jntuk mengelola daerah 
~- irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan . 

• 
(3) Beberapa GP3A dalam suatu daerah irigasi tartentu dapat bergabung 

membentuk fnduk P3A (IP3A) untuk mengeiola daerah irigasi sebagai 
satu kesatuan pengelofaan. 

( 4) Tata cara pembentukan dan a tau penggabungan serta penamaan P3A 

sebagaimana dimaksud ayat (1 }, (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 11 

(1) Beberapa lnduk P3A da;:>at membentuk forum koordinas, P3A di tingkat 
Kecamatan. 

(2) Forum koordinasi P3A daoat bekerjasama der.gan foR11n koordinasi P3A 

lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8 



I 
BABV 

PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI 

Pasal 12 

(1) Kewenangan pengelolaan irigasi di Daerafi ciilakukan oleh Pemerin lah 

Daerah, kecuali irigasi yang merupakan lintas Kabupaten menjadi 
kewenangan Propinsi. 

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayal ( 1) Pasal ini khususnya yang 

merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dapc1t d1'serahkan kepada 

P3A yang telah berbadan hukum. yang pelaksanaannya dilakukan secara 

demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi sat1J kesatuan pengelolaan. 
(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini 

sesuai dengan wilayah kerja P3A dan d,lakukan ;:iada tir,gkat daerah 
irigasi a tau sebagian daerah irigasi. 

(4) Penyerahan kewenangan sebagaimana dirnaksud ayal (2) Posal ini diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal13 

( 1) Pengelolaan air irigasi dan jaring,in irigasi yang telah <fiserahKan kepada 

P3A pengurusannya menjadi wewenang P3A. 

i . (2) Jaringan irigasi yang dibangun oleh Badan Hukt:m, Eladar, Sosial atau 

perorangan, pengurusannya diserahkan kepada y,.ng bersangkutan 

dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

BAB VI 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN . . 
Pasal14 

A ir irigasi dan jaririgan irigasi yang pangelolaannya telah diserahkan kepada 

P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Oaerah ini, 

pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya dilakukan instansi yang 
dii etapkan oleh Bupati. 

BAB VII 

PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) 

Pasal 15 

{1 ) Pemeri11tah Daerah nielakukan pemberdayaan P3/\ melalui: 

a. peningkatan kernampuan P3A a{ltara Jain melalui pelatihan, 

bimbingan, pendampingan, pengelolaan ds,n kerjasama pengelolaan 
yang dilaksanakan secara terus-menerus da:1 berkesmambungan. 
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• · .. . , . 
·. 

b. penguatan kelemb?gaan P3A/GP3NJP3A yang mencakup kegiatan 

fasilitasi sebagai baqan hukum yang otonomi dan <11andi:i yang bergerak 

di bidang irigasi. p~1anian dan usaha ekonomi lainnya )'ang sah. 
(2) Apabila terjadi hamb~ftan dalam kepeng..irusan P3A yan~; n,enyebabkan 

tidak berfungsinya P:l;A sebagai pengelola irigasi mak,, komisi i.-igasi 
dapat membantu pe~yetesaian masalah, yang rasititasinra d1bantu oleh 
Pemerintah Daerah. · · 

BAB VII I 

POlA-PENGATURAN AIR IRIGASI 

Bagian Kesatu 
• 

. ; H.ik Guna Air lrigasi 
• Pasal 16 . ::; 

( 1) Hak Gl{na Air lrigasi •diberikan oleh Bupati kepada P3A, Badan H ukum 

Sadan Sosial, Perorangan dan Pemakai trigasi untuk keperluan lainnya 
pada setiap sumber air.yang digunakan. 

(2) Hak Guna Air lrigasi sebagaimana dim3ksud ayat ( 1) Pasal ini .. 
diutamakan diberikari untuk keper'uan pertanian dengan tetap 
memperhatikan kepenllngan usaha lainnya. 

(3) Hak Guna Air lrigasi:s,ebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikar. 
berdasarkan ketersedlaan dan kebutuhan air pada pelayanan tertentu 
selama 5 (lima) tahuii q~n dapat diperpanjang. 

(4) Hak Guna Air lrigasi qi~erikan dalam bentuk ijin pengambilan air. 

(5) Pengaturan penetapan ijin pengambilan air diatur lebih lanjut dengan 
. ' Keputusan Bupati. ' ' .. 

' ' . 
. .':: ' Bagian Kedua 

, . Penyediaan Air Jrigasi . . . . 
Pasal 17 

' 
(1 ) Penyediaan air irigasi :diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian 

• . 
yang optimal dengan f!ltap memperhatikan keperluan 1a1nnya. 

(2) Dalam penyediaan air-.irigasi sebagaimanz. dimaksud ayat ( 1) Pasat ini, 

Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi penyed,aan air datam 
suatu daerah irigasi maypun 3ntar daerah irigasi. 

Pasal 18 

.: 
( 1 J Perencanaan tahunari ,'penyediaan air irigasi disusun oleh komisi irigasi .. 

berdasarkan usutan P3A dan pemakai air irigas1 ur.tuk keperluan tainnya. 

. . 
•' 
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•. 

(2) Perencanaan tahunan •J)enyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud .,iyat 

( 1) Pasal ini ditetapkan:dengan Kepulusan Bupati. 
(3) Penyediaan air untuk \rnengatasi kekurangan air pada lahan pertanian 

tertentu dapat diup~·yakan dengan pompanisasi melalui saluran 
pembuang sesuai den6,an hak guna air yang berlaku serta kebutuhan dan 
kemampuan masyara~at yang bersangkutan dengan memperhalikan 

l<elestarian lingkungan,·. 
( 4 J Pompanisasi sebagairuana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan dari air 

permukaan atau air b~wah tanah setelah mendapat ijin sesuai peraturan 
perundang undangan xang berfaku. 

(5) Pada kondisi air terbatas. komisi irigasi menetapkan penyesuaian alokasi 

air bagi parll peme~ang hak guna air sesua: asas keaciilan dan 

keseimbangan. 

. . Bagian Ketiga 

Pembagian clan Pemberian Air lrigasi 

l Pasal 19 

(1 J Rencana pembagian air pada suatu daeroh irigasi ditetapk3n setiap tah1.m 

oleh P3A. . . 
(2) Rencana pembagian -air untuk jaringan irigasi yang berfungs, multiguna . . . 

,,::. ditetapkan setiap tahuri atas dasar musyawarah antara P3A da:i pemakai 
air irigasi untuk kepeiluan air iainnya melalui forum koordinasi daerah 

irigasi. 
; 

{3) Pembagian air irigasi'-.Ritetapkan oleh P3A tingkat daerah irigasi. sesuai , .. 
dengan rencana pembagian air berdas8rkan prinsip kead;lan .. 
kesinambungan dan rrjusyawarah pihak yang berkepe:itingan. 

Pasal 20 

( 1) Dal am rangka . pemba9_ian dan pemberian a,r secara tepat gun a untuk 

setiap daerah irigasi; ·P3A menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan 
·menginformasikan ke(?ada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum 

musim tanam. 

(2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
apabila, diperkirakan .,debit air irigasi lidak mencukupi kebutuhar, P3/. 

menetapkan prioritas :,pembagian air irigasi sesuai dengan sit1.rasi dan 

kondisi setempat. 
(3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

•. 

Pasal ini tidak mengurangi kewajiban P3A untuk memberikan air irigasi 
' guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-

hari. 
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Pasal 21 

(1) P3A bersama komisi irigasi Kabupaten Demak menetapk.-n waktu dan 
bagian jaringan irigasi yang khusus dikeringkan untuk keperluan 
pemeriksaan dan liltau perbaikan. 

(2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan 
sebagaimana dimaksud ilyat (1) Pasal ini harus ditenlukan secara tepat 
dan diberitahukan kepada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) 
minggu sebelum pelaksanaan pengeringan. 

(3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya 
dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat derigan persetujuan P3A. 

Bagian Keempat 
Penggunaan langsung Air lrigasi dari Sumber Air 

' . Pasa122 

Setiap pembagian air irigasi dari sumber permukaan atau bawah tanah harus 
mendapat ijin dari Bupati sesuai dengan peraturan per1.mdang-undangan yang 
berlaku. 

BAB IX 
PEMSANGUNAN JARINGAN IRIGASI 

Pasal23 

( 1) Pemerintah daerah menetapkan rencana induk pengembangan irigasi 
daerah berdasarkan atas rencana pengembangan sumber daya air dan 
rencana tata ruang wilayah serta memperha\1kan pelestar,an s1.:mber daya 
air. 

(2) Rencana induk pengembangan 1ngasi sebagaimana d1naksud ayat ( 1) 
Pasal ini didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor antar 
wilayah dan antar pemerintah daerah, masyarakat dan po;tani serta pihak 
lain yang berkepentingan. 

Pasal24 

(1) Pembanguoan jaringan irigasi dilaksanakan cerdasarkan rencana induk 
pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud da:_am Pasal 23 ayat (1) 
Peraturan Daerah ini. 

(2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam 
pembangunan dari jaringan irigasi utama dan perluasan areal irigasi di 
luar wilayah kerja P3A. 

(3) Pembangunan irigasi tersier dan perluasan areal manjadi wewenang 
tugas dan tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya. 

12 



( 4) Pemerintah Dae rah memfasilitasi pembangunan pengembangan jaringan 
dan perluasan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan 
kesepakatan dengan P3A dan tetap memperh.itikan prinsip kemandirian. 

BAB X 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 

Bagian l<esatu 
Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab 

Pasal 25 

( 1) P3A memiliki wewenang tug as dan tanggung jawab dalam operasi dan 
pemeliharaao jaringan irigasi dalam wilayah kerjanya. 

(2) Oalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang 
berfungsi multigi;na P3A melakukan koordinasi dengan pemakaian air 
lainnya. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dimiliki Badan 
Hukun1, · Sadan Sosial, Perorangan dan pemakai air irigasi untuk 
keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan. 

(3) Operasi dan i:,em,eliharaan jaringan irigasi yang dimiliki Badan Hukum, 
Badan Sosial. Perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya 
menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan. 

Pasal 26 

Untuk menyelenggarakan operasi dan pemelihara;;in Janngan 1ngasi yang 
dikelola oleh P3A Pemerintah Oaerah memberikan b,mtuan dan fasilitas yang 
diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian. 

Pasal 27 

Pemerintah daerah bersama-sama dengan P3A. Badan Hukum. Badan 
Sosial , Perorangan · dan pemakai air untuls keperluan lainnya 
bertanggungjawab dan wajib melakukan perigamanan 1arin9an irigasi untuk 
menjamin kelangsungan kerja. 

Pasal28 

( 1) Dalam upaya pengamanan jaringan ingasi sebagaimana dimaksud Pas al 

27 Peraturan Oaerah ini, P3A, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan 

dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya ber:;ama-sama 

Pemerintah Oaerah menetapkan Garis Sempadan yang diukur dari batas 

luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud. 

(2) Untuk menghindari kehilangan air, Sadan Hukum. Sadan Sosial. dan 

perorangan dilarang membuat galian pada ja,ak minimal 2 (dua) meter 

dari luar garis sempadan. 
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~ 

(3) Seliap Sadan Hukum, Sadan Sosial, dan perorangan d,larang mendirikan 

bangunan, mengubah, membongkar. r.ierusak bangunan yang berada di 

dalam, di alas maupun melintasi sa:uran irigasi, membuat jembalan, 

gorong-gorong dan atau bangunan lainriya d1 su,1gai dan saluran irigasi 

tanpa seijin dari Bupati. 

BAB XI 

REHABlLITASI DAN PENINGKATAN JARINGt.N 

Pasal 29 

(1) P3A memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab d.ilam rehabititasi 

dan peningkata~ jaringan ingasi wilayah kerjanya. 

(2) Pemerintah Oaerah atau pihak lain memberikan bantuan dan fasilitas 

rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigas, seb~gaimana dimaksud 

dalam ·a~at (1) Pasal ,ni berdasarkan permintaan dari P3A dengan 

memperhatikan prinsip kemandirian. 

(3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi mitik Sadan Hukum, Sadan 

Sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya 

menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. 

(4) Perubahan dan atau pembongkaran 1aringan ingasi yang 

bentuk dan fungsi jaringan irigas, harus mendapat ij1n Bupati. 

BAB XII 
INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI 

Pasal 30 

mengubah 

(1) lnventarisasi Oaerah irigasi meliputi keg,atan pencatatan/pendataan fis1k, 

kondisi dan fungsi jaringan irigasi, keterseciaan air, areal pelayanan serta 

lembaga pengelora irigasi. 

(2) lnventarisasi Oaerah i;igas, merupakan salah satu persyaratan da!am 

penyerahan kewenangan pengelolaan ingasi. 

(3) Pemerintah Daerah bersama P3A melakukan :nventansasi daerah iriga.si 
yang berada di wifayahnya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini. 

(4) Pemerintah Oaerah berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana 

dimaksud ayat (3) Pasal in,. menetapkan daftar inventarisasi daerah 
irigasi. sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini 

(5) lnventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dilakukan 

setiap tahun dan ditetapkan oleh Pemerintah Oaerah dan P3A. 
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- ..... 

. . . 
. . . ... . . . 

. •, ··: BAB XII I 

: . 

AUDIT PENGELOLAAN IRtGASI 
Pasal 31 

(1) Pemerintah daerat/ ~~suai kewenangannya_:·melakukan audit pengeloiaan 
irigasi untuk menjilmin kesesuaian antara -pelaksanaan pengelotaan .. ·' .; : 
dengan kesepakatap yang mengikat antara Pemerintah Daerah dan P3A. 

(2) Audit pengelolaan. ir-igl:lsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasat ini 
dilaksanakan setiar:i'· t~hun oleh Pemerintat.i' Daerah dan didampingi o/eh 
P3A. · : < 

•' ' . . . 
: ·' . . . BAB XIV 

: 'MANAJEMEN ASET IRtGASt 

Pasa/32 

. 
(1) Manajemen aset ;. j/lringan rrigasi merupakan kegiatan rencana 

pelaksan'aan serta <.p~mbiayaan operasi d~n pemeliharaan, rehabilitasi 
dan peningkatan ·: f$.t!ngan trigasi untuk 111enjamin pengamanan dan 
keberlanjutan fung,s\j~-ringan irigasi. 

. . ' 
(2) Perencanaa;, man$j~men aset pada jaringan-jaringan irigasi yang 

kewenangan pen~eiolaan sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah 
' ' 

. Daer ah bersama ?3A dan pemakai air irigasi untuk keperfuan lcJinnya 
berdasarkan hasil :itiil~~tarisasi dan berita ac1ra penyer2han kewenangan 
pengelolaan irigasf. dat-l dibahas oleh komisi irigasi. 

(3) Perencanaan mariajehlen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan 
. ' 

pengelolaannya belu{il diserahkan, disusun oleh Pemerintah Oaerah 
' bersama P3A dan 1· pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya 

berdasarkan hasil iriii.~ntarisasi dan dibahas !<omisi irigasi. 
(4) Perencanaan manatei/ien aset jaringan inga.,si sebagai dimaksud dalam 

ayat (2) dan ayat (:3),_p~sal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

:: BAB XV . ..:• ·., . 
KEBE~LANJUTAN SISTEM l RIGASI 

' 
' ; '. Pasal 33 

' ,, : 

( 1) Pemerintah Daera~:.; ·dan masyarakat sesuai dengan kewenangan 

mempertahankan si~l~m irigasi secara keberJanjutan dengan mewujudkan 
kelest~rian sumbet ~aya air, melakukan pet'nb

0

erdayaan P3A, mencegah 
alih fungsi lahan: beririgasi untuk kepent1ngan lain dan mendukung 
peningkatan pendapalan petani. 

(2) Untuk menjamin :k~berlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) P.a\ia'i ini Pemerintah Daerah melakukan penegakan 
peraturan perundang-•Jnctangan yang berkaitan dengan irigasi. . ' 

,· . ; 

' . ' ' 
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Pasal 34 

(1) Perubahan penggu.n.aan lahan beririgas: 1mluk kepentingan lain selain 

pertanian dengan tuj_uan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah 

ditetapkan, harus m,e.mperoleh ijin. terlebih dahulu dari Bcpati dengan 

mangacu pada tata' ruang yang telah ditetapkan, sarta memberikan . . 
kompensasi yang riilainya setara dengan biaya pemb.3ngunan jaringan 

irigasi dan setara dengan biaya percetakan lahan beririg,,si baru. 

(2) Pemerintah daera(I •· melakukan penertiban pada lahan bc-ririgasi yang 

tidak berfungsi de~an memfungsikan kembali s;;suai <:engan tata ruang 

yang telah ditetapkar-t . 

• 

' . 

BAB XVI 
PENGENOALIAN DAN PENG/\WASAN 

Pasal35 

( 1) Pemerintah Daera{i melaksanakan pengendalian dan pengawasan 

terhadap pelaksana?n pengelolaan irigasi. . 

(2) Pemerintah Dae rah. inelaksanakan kegialan penertiban, pengawasan dan 

pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta menegakan 

peraturan perundai;,9-undangan bidang irigasi yang ber!aku. 
-.. . 

Pasal 36 

' ,, 
P3A, Sadan Hukum, Ba.?an Sosial, Perorangan dan pemakai air irigasi untuk 

keperluan lainnya menyidiakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan 

dukungan dalam pelaksa'naan pengendalian dan pengawasan: . . 
.. _ 

BAB XVII 

PEMBIAYAAN 

Pasal37 

(1) Pembiayaan pembilngunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung 

jawab Pemerintah D?erah. . . . 
(2) Pembiayaan pengefqlaan irigasi dilakukan oleh P3A di wilayah kerjanya 

' 
.. 

secara otonom dan rnandiri . . • 
(3) Pemerintah Oaera~· membantu dalam penyediaan dana pengelolaan 

irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah .. . . 
Daerah dan P3A derigan memperhatikan prinsip kemandirian. 

(4) Pembiayaan · pen,1¢l_olaan jaringan irigasi mifik Sadan Hukum, Badan 

Sosial . perorangan', dan pemakai air irigasi untuk 
. '· 

menjadi tanggung ja_wab pihak yang bersangkutan. 

. 
" : .' .. 

keperfuan lainnya 
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' . 

Pasal 38 
.. . 

(1) Pembiayaan penge101aan ingasi sebaga,mana dimaksud dalnm ayat (3) 

Pasal 37 Peraturari Qaerah ini disalurkan langsung ke P3A untuk efisiensi 

dan efektifitas penggunaan dana pengelolaar. irigasi. 
' . 

(2) P3A dapat mengajukan usulan pemanta~tan danu pengelolaan irigasi . .. 
kepada Bupati me[~l~i Komisi lrigasi. , 

(3) Priori\as alokasi qana pengefolaan irigasi Ka0upaten ditentukan oleh 

Komi•si lrigasi berdils'arkan prinsip keadilan dan transparan. 

(4) Peng_gunaan dana;•iiengefolaan irigasi Kabup2,ten diletc:pkan oleh Bupati 

berdasarkao rekoniehdasi dan Komisi lrigasi. 

(5) Pem~rintah Daerah_.;nenetapkan kebijaka~_.daerah seba-Jai pengatur lebih 

lanjui tentang daa9 _pengefolaan irigasi Kab~paten . 
.. . , . . . . . . , 

... ~ BAB XVI I: 
.. 

LARANGAN ·. ,, 
: Pasal39 .. 

( 1) Setiap orang a tau Sadan dilarang: 
. ' 

a. Melakukan pe~tusaka11 irigasi dan/ataii-sumber-sumber air irigasi. 

b. Membuat bang(1j1an dengan mempersempit dimensi pada saluran 
' . . .. . 

irigasi. 
' . 

c. Membuang s;i01pah/l1mbah pada saluran irigasi. . ·. , 
d. Menanami tanaman atau melakukan, kegiatan 

. . ~ -
tanggul atau · qi ·'.!Jafam garis sempad~n safuran . . . 
pembuangan :·. '.·. 

pertanian di alas 

irigasi dan safu, an 

e. Mengambil air b;,wah tanah pada daerah irigasi tanpa ijin. 
.. . ·, : .. 

f. Menggembalaka~ dan menambatkarr ternak atau hewan pada 

b~ngunan-bangu~an atau jaringan irigilsi yang dapat mengakibatkan 
. ·,. . 

kerusakan bangunan atau jaringan irigasi yang diperkirakan ternak 
. ' . ' . 

atau hewan dapa1 mc1suk ke dafamnya . . . . . 
g. Membuat galiari: atau selokan di S<;!panjang 

., ' , 
saluran irigasi dan 

bangunan pe/erigkapnya yang dapat mengakibatkan kerusakan .. 
jaringan irigasi. -'. ':. 

. ' 
h. Merusak atau rnencabut tanaman peliri.dung yang ditanam sepanjang 

. ~ .. ~ 

saluran irigasi ~at:i bangunan pclengkaPf)ya. 

i. Sengaja meng~a)angi atau merintangi kelancaran jalannya air dengan 
~ . . 

j9lan apapun.: , :, 
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J. Melakukan penga.mbilan air permukaan tanah disaluran irigasi ; 

k. Membangun ataV:n1ernbuat bangunan didal,,m sempadan jirigasi ; 

I. Oitarnbah dan saJuran pembuangan atau affor . .. . 
(2) Keten tuan-1<etentuan, sebaga1mana dimaksud cialam ayat (1) Pasal ini . . .. . 

tidak berlaku bagi , perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan .. 
pada bangunan jaririgan irigasi atau bangunan pelengkapnya. . . 

.. 
BAB XIX 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 40 

(1} Setiap oran1J yang :metanggar ketentuan sebagaimana dimal:sud dalam 

Pasal 39 ayat (1 J P~raturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan . : . 
paling lama 3 (tiga)_'-bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-, . ,. 
(Jima juta rupiah J. :-

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat ( 1 J Pasal ini dilakukan 

oleh Sadan, maka ~carnan pidana dikenakan kepada ~-enanggungjawab 

atau pengurusnya. :· •. 
;-

(3) Sela in sanksi sebagaimana diatur pada ayat ( 1) P, sal ini terhadap .,. 
pelanggaran yang : berupa bangunan dan tanaman dapat dibongkar . 
dengan biaya dari yang bersangkutan tanpa rnendapatkan ganti rugi. .· .. , . 

; 

BAB XX 
;:KETENTUAN PENYJDIKAN 

'/ Pasal 41 

(1) Pejabat Pegawai N~geri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 

diben wewenang kl.'lusus sebago1i penyidik untuk melakukan penyidikan 

sesuai dengan peraluran perundang-undang yang berlaku . . . . 
(21 Wewenang Penyidi_k_sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah; 

a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adan1a 
' 

tindak pidana ; \ 

b. Melakukan tindakan pertama pada saai itu diterr.pat kejadian dan 

melakukan pemer..iksr.1an; 

c. Menyuruh berh·enti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri ter$c)ngka ; 

d. Melakukan penyitaan benda dan atau s1;rat ; 

e. Mengambil 5idik }ari dan memotret tersangka ; 

f. Memanggil orang· untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi ; 

g. Mendatangkan 

perkara; 

o~ang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan 
"·. 
·, 

' : 

. . ' 
' .. 
: -· 
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h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

Penyidik bahwa iiaak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
' 

bukan merupakar.(. tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik .. 
memberikan 

keluarganya 
hal t'ersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau .. 

. 
1. Melakukan tinciakan lain menurut '1ukum yang dapat 

diper.anggungjawabkan . 

J. Pegawai ··Neger( :. Sipil yang berwenang dapat menghentikan 
pefanggaran . ··.• 

(3) Penyiidik Pegawai N~geri Sipil membuat berito acara setiap tindakan 
dalam hal : 

a. Pemeriksaan tersabgka ; 
b., PemasuKan rumah~-. . ' 

c. Penyitaan barang :; -. 

d. Pemeriksaan saks,,~--
, ' 

a. Peemriksaan t~mpiH kejadian . 
' . '. ·.,. BAB XXJ 

··:}KETENTUAN PENUTUP 

. . .. Pasal 42 

Hal-haJ yang belum diat,.ff·dal:;im Peraturan Daer;;ih iPi, supanjang mengenai ,. 
teknis pelaksanaannya ai<an diatur lebih lanjut oleh Bupati. · 

•'• . . 
· Pasal 43 

Peraturan Oaerah ini mu1,i,,'b.t:?rlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap oran-g: mengetahuinya, merr.erintahkan pengL•ndc:ngan 

Peraturan Oaerah ini cje•pgan penempatannya dalam Ler~baran Daerah 
Kabupaten Demak, ·· 

' . .. ' 

, . . . 

Ditetapkan di Dema'.< 

pada tanggat 15 Jar1uari 2004 

DEMAK 

~s 
ANG SETYANJNGDYAH ,j 

.PH ~ 001. ' j 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK 

NOMOR 6 TAHUN 2004 

TENTANG 

IR I GAS I 

I. PENJELASAN UMUM. 

Bahwa dengan bera:kunya Undang-undang Nornor 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah oan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang lrigasi, 
maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk mengatur kewenangan 
pengelolaan irigasi di daerah dilakukan . oleh Pemerintah Daerah, kecuali irigasi yang 
merupakan lintas Kabupaten menjadi kewenangan Propinsi . 

' ' 
Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan 

masyarakat petani dan dengan menempatkan P3A sebagai pengambil keputusan dan 
pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi ianggung jawabnya . 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Oemak 
memandang perlu mengatur irigasi yang dituangkan dalam Peraturan Oaerah . 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL . 

Pasal 1 s.d 4 

Pasal 5 ayat ( 1) 
Huruf b 

Pasal 6 s.d 43 

Cukup jelas 

tidak lermasuk mengkomersialkan air . 

Cukup jelas . 

&&&&&000&&&& 
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